Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG '

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

a. bahwa dalom rongko pelaksonoan  Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, teloh ditetapkan Peraturan

Pemerintch Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah:

b. bohwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentarg Organisasi Perangkat Daerch, maka dipandang periu

penataan kembali terhadap Organisasi Dinas Daerah  Kabupaten
Sanggau,

c. bahwa untuk maksud diatas, perlu penetapan kembali Pembentukan

dan Susunan Organisasi Dinas Daerch Kabupaten Sanggau dalam
suatyu Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetopan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentong Pembentukan Daerah
Tingkat It di Kalimantan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1953 Nomor ¢ ) sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820 };

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 fentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomaor
3044 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999, {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890};

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahurr 2004 tentang Perbendaharaan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355});

4. Undang-Undang Nomor 10 Tohun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangar. (lemboga Negara Republik
indenesia Tahun 2004 Nomeor 33, Tambahan Lembaran Negar Republik
Indonesia Nomor 4389);
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13.

Undang~Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintchan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tombaohan Lembaran Negara Republk Indonesic Nomor 4437)
sebagoimana telan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undong-
undong Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undong Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah menjadii
Undang-Undang { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 ):

Undang-Undang Nomor 33 Tohun 2004 tentang Perimbangan
Keuangon Antara Pemerintah Pusat dan Daeroh {Lembaran Nagar
Repuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambohan Lembaran
Negcara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik iIndonesia Nomor ¢ Tahun 2003 fentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan don Pemberhenfian
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003

Nomor 15, Tambahan lembaran Negora Republik Indonédsia Nomor
4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraon Pemerintahan Daerah {Lembaron
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamboahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tuhun 2007 tentang Pembagion
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerinich Doerah Kabupaoten/Kota {Lembaran Negora Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambohan Lembaran Negara
Republik Indonesic Nomcr 4737);

Perafuran Pemeriniah Nomor 41 Tohun 2007 fentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 8% Tambaohan Lembaran Negara Rapublik mindonesia Nomor
4741 );

. Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Kevangan Daergh;

Peraiuran Daerah Kabupaten Sanggou Nomor 12 Tahun 2007 ientang
Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggou.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  SANGGAU  TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN SANGGAL.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ¢

a.
b.
C.

Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau:

Pemerintahan Daerah adalgh penyelenggaraan urusan pemerintiahan oleh Pemerinich
Daerch dan DPRD menurut asas ofonomi don tugas pembantuan dengan prinsip otonormi
seluas-luasnya dakom sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana

- dimaksud dalam Undang-Undong Dasar Negara Repubiik indonesia Tahun 1945;

Pemerinion Daerah adaloh Gubemur, Bupati atau Walkota dan Perangkat Daerah
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;

Perangkat Daerah adaloh unsur membantu Kepaia Daerah dalam penyelenggaroan
pemerintahan daerah yang terdii dan sekretariat dasrah, sekreiariat DPRD, dinas daerah,
lembago teknis daerah, kecomatan dan kelurahan;

Desentralisasi adaloh peyerahan wewenong pemerintahon oleh Pemerintah ' kepada
Daerah Otonom uniuk mengatur dan mengurus uruson pemerintahan dolom sistem
Negora Kesatuan Republik Indonesia:

Tugas Pembaniuon adaolah penugasan dar Pemerintah kepada Daerah dan/atou Desa
dan dari Pernerintiah Propinsi kepadq Kabupaten/Kota danfatau  Desa serta dari
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerch otonom untuk mengatur
dan mengurus sendin  unysan pemenntahan  dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan pemturcsn perundang-undangan;

Dinas Daerah yong selanjuinya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonormi dc:eroh-

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

Eselon adolgh tingkatan dalam Jabatan Struktural;

Kelompok Jabatan fungsional adalch Kedudukan yang mehunjukkan tugas, tanggung

jowab dan hak seseorong Pegawal Neger Sipll dalom satuan-saluan orgonisast yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlion dan gtau keteraompitan tertentu
serta bersifat maondii;
BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengon Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdin dan :

mAT T 0000

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Clan Raga:

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial, Tenaga Xerja dan Transmigrasi:

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatike;
Dinas Keperndudukan don Catatan Sipi ;

Dinos Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Pekerigan Urmurm;

Dinas Perindusirian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
Dinas Pertanian, Perkanan dan Petemakan;

Dinas Kehutonan dan Perkebunan:

Dinas Energi dan Sumber Doya Mineral;

Cinas Pendopatan, Pengeloloan Keuangan don Asset Daerah.

Pasol 3

Besaran otav jumiah Dinas Daerah sebagaimana dinmaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini,

dapat dibentuk sesuai dengon kriteria aiau niloi skoring yang ditetapkan berdasarkan variabel
jumich penduduk, was wilayah dan jumich Anggaran Pendapatan dan Belanjo Dacrah.
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BAB Sl
SUSUNAN ORGANISASI
fasol 4

Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

a. Kepolo, membawahi sebanyak-banyaknya 4 {empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
D. Sekretarial, membawahi sebanyak-banyaknya 3 {liga) Sub 3agian;

c. Bidang, dan masing-masing Bidang membawahi sebanyak-banyaknya 3 {tiga) Sekst;
d. Sub Bagian; '

e. Seksi;

f.  Unit Pelaksana Teknis; dan

g« Ketompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5
1) Sekretariat, Bidong. Sub Bagian, Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jobatan
Fungsional sebagaimana dimaksuk pada pasal 4 Pengaturan Daerah ini, jumiahnya
ditentukan berdasarkan andalisis jabatan dan peraturan yong berlaku:

(2) Strukiur organisasi, Tata Kerja | rincian tugas pokok dan fungsi dar masing-masing Dinas
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Perlama
DINAS PENDID)XAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Pasal 6
Dinas Pendidikan, Pemuda daon Olah Raga merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah,

dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertaonggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekrelaris Daerahy;

Pasal 7

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Oloh Rago mempunyci tugas melaksanakan uruson
pemernintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan oigh raga berdasarkan asas
otonomi dan jugas pembantuon,

Pasol 8

Dalam melcksanakan tugasnya sebagoimana dimaksud Pasal 7 Peroturan Daerah ini, Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olgh Raga mempunyai fungst :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda don olagh raga;

b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan  pelayanan umum di bidang pendidikan,
pemuda dan olah raga:

c. Pembingan dan pelaksanaan tugas di bidong pendidikan, pemuda dan olagh raga.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan deh Kepdla Daerah sesuai dengan tugas dan
-fungsinya. :

Baglan Kedua
DINAS KESEHATAN
Pasal ¢

Dinas Kesehatan merupakan unsur Petaksana Otonorrii Daerah, dipimpin oleh seorang kepalo

dinas yana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah;
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Pasal 10

Dinos Kesehotan mempunyai tugas melaksanakan wusan pemerintahan daerah di bidang
kesehatan berdasarken asas otonomi dan tugas pembaniuan.

Pasat 11

Dalem melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Dinas
Kesehatan mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

Penyelengggarcan urusan pemerintahan dan peiayanan umum di bidang kesehaotan;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

asoo

Bagian Kefiga
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pasal 12

Dinas Sosial. Tenoga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah,

dipimpin oleh seorong kepala dinas yang berado dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepalo Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 13

Dinos Sosial. Tenaga Kerjo don lWransmigras  mempunyai tugos melaksonakan yrusan

pemerintchan daerah di bidong sosial, tenoge ketda don transmigrasi berdasarkan Qasas
otenomi dan tugas pembantucon.

Pasal 14

. Dalam melaoksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Posal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas
Sosicl, Tenaga Kena dan Tronsmigrasi mempunyai fungsi @
a. Perumusan kebijakan teknis di bidong sosial, tenaga kerjo dan transmigrasi;
b. Penyelengggaraan vrusan pemeriniahan dan pelayanan uvmum di bidang sosial, tenago
keria dan transmigrasi;
Pembinaan dan peloksanaan tugaos di bidang sosial, tenago kerja dan fransmigrasi;

c.
d. Pelaksancan tugas lain yang diberikan cleh Kepola Doerah sesuai dengan tugos dan
fungsinya.

Bagian Keempat
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIXA
s Pasal 18
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerch,
dipimpin oleh seorang kepata dinos yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Képalo Daerah melolui Seksretaris Daerah;

Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika  mempunyai tugas melcksanakan urusan

pemerintachan daerah di bidang perhubungaon. komunikasi dan informatika berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.

Pasat 17

Oalom melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Dinos
Perhubungan, Komunikasi dan Informaotika mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebiiakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

b. Penyelengggaraan urusan pemernntohan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika;
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c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan. Komunikasi dan Informatika:
d. Peloksanaan tugas Igin yang diberikan oleh Kepala Daerah sesudi dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kelimo
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pasal 18

Dinas kependudukon don Catatan Sipil merupakan unsur Pelaksano Otcnomi Daeroh, dipimpin
oleh seorang kepoio dings yang berada dibawoh dan bertanggung jowab kepodo Kepala
Daoerah melolui Sekretaris Doerah;

Pasal 19

Dinas Kependudukan don Cotaton Sipil mempunyai tugas melaksanakan vrusan pemernintahon

doerch di bidong kependudukan dan cataton sipil berdasarkan asas ofonomi dan tugas
pembanfuan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas
Kependudukan dan Caiatan Sipil mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;

b. Penyelengggaraan vrusan pemerintahan dan pelavanan umum di bidang kependudukan
dan catatan sinil;

Pembinaon dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;

C.
d. Peloksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepalo Daerah sesudi dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kaenam
- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pasal 21

Dinas Kebudoyoon don Poriwisato merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh

secrang kepala dings yong berada dibawah dan bertanggung jowab kepada Kepala Daerah
melaiui Sekretons Daerah;

Pasal 22

Dinos Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerdintahan

daerah di bidang kebudayaan don pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas
permbantyan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnyQ sebogaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daergh ini, Dings

Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi

a.  Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudaycan dan pariwisata;

b. Penyelengggoraon vrusan pemerintahan dan  pelayanan umum o bidang kebudoyocan
dan pariwisate;

c. Pembinaon dun peloksonaon tugas di bidang kebudayaan don ponwisaio:

d. Peloksanaaon tugas loin yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengon tugas dan
fungsinye.
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Bagian Kelvjuh
DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 24

Dinas pekerjaan Umum merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang

kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Doerah melalui
Sekretarns Daerah:

Pasal 25

Dinas pekefjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan vrusan pemerinichan daerch di
bidang pekeriaan umum berdasarkan ascs otonomi dan fugas pembantuan.

Pasal 26

Dalam melcksanakan tugasnys sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas
Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : .
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum; ’

b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan  pelayanon umum di bidang pekerjaan
umum;

¢. Pembinaan don pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan fugas dan
fungsinyc.

Bagian Kedelapan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 27

Dinas Perindusiicn, Perdogangon, Koperasi don UKM  mefupokan unsur Petoksana Otonomi
Daerah, dipimpin oleh seorany kepato dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepaia Daerah melalui Sekretaris Daerah:

Pasal 28

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi don UKM mempunyai tugas melaksanakan vrusan

pemernntahan daerah di bidong perindustrion, verdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembontuan.

Pasal 29

Dalam melaksangkan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Dinas
Perindustiian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidong perindustrian, perdagangon, koperasi dan UKM;

b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penndustncn
perdagangan, koperasi dan UKM;

c. Pembinaan don pelaksanaanr tugos di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan
UKM;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinyaq.
Bagian Kesembilan
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pasal 39

Dinas Pertonian, Perkonan dan Peternakan merupakaon unsur Pelaksana Otonomi Daerah,

dipimpin oleh seorang kepala dinos yang berada dibowah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerch melalui Sekretaris Daerah;
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.o _ Pasal 31

Dinas Pertanian, Perikanan dan Petemakan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahon doerah di bidang pertonian, perikonan dan petemakan berdasarkan dsas
otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 32

Dolam melaksanakan tugasnyo sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Dinas
Pertanian. Perikanarn dan Petemakan mempunyai fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan dan petemakan;

b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan  pelayanan umum di bidang pertanian,
pedkanan dan petemakan;

¢. Penbinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan petemakan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diherikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinyQ,

Bagian Kesepulub
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 33

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur Peigksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh

seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jaowab kepada Kepala Daerah
melaiui Sekretaris Daeroh:

Pasa 34

Dings Kehutanan dan Perkebunon mempunyai tugas meloksonokan vrusan pemerintohon

doeroh ¢i bidang kehulonan don perkebunan berdasorkon asas otonomi don tugas
pemboniugan.

Pascl 35

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturon Daerah ini, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan peikebunan;

b. Penyelengggaraan vrusan pemerintanan dan  pelayanon umum di bidang kehutanan
- dan perkebunan;

Pembinaan dan pelaksanaon tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;

c
" d. Pelaksancan tugas 10in yang diberikan oleh Kepolo Daerch sesuai dengan jugos don
fungsinya.

8agion Kesebelas
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Pasal 36

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral merupakan unsur Pelaksona Otonomi Daerah, dipimpin

oleh seorong kepala dinas yang berada dibawah don berfonggung iawab kepado Kepalo
Daerah melalui Sekretaris Daerah;

!

 Pausal 37

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai fugas melaksanakan urusan pemerintahan

‘daegrah di bidang energi dan sumberdaya mineral bardasarkan asas otonomi dan tugas
pembontuan.

Pasal 38

Colom melaksanakan tugasnys sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daergh ini, Dings
Energi den Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi :

0. Perumusan kebijakan teknis o bidang energi dan sumberdayo mineral;
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b. Penyelengggaraan urusan pemerintghan dan  pelayanon umum di bidong  energi don
sumberdoya mineral: .
Pembinaan gan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumberdaya mineral:

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

o0

Bagian Keduabelas
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASEY DAERAH
Pasal 39

Dinas Pendopotan, Pengelolaan Keuangon dan Aset Daerah merupakan unsur Pelaksana
Otenomi Doerch, dipimpin oleh secrang kepgla dinas yang berada dibawah dan bertanggung
jawob kepadao Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 40

v

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang pendapaian, pengelolaan keuangan dan aset daerah
berdasarkan asas ¢tonomi don fugas pembantuan.

Pasal 41

Dalum meloksanakan tugasnya sebagaimanc dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Dinos
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Deerah mempunyai fungsi &

o. Perumusen kebijakan teknis di bidang pendapetan, pengelolaan keuangon dan oset
doeran;

B, Penyelengggaraan urusan pemerintohon don peloyonan umum di bidang pendopoion,
pengelolcan keuangan dan aset doerah;

¢. Pembincon don pelaksonoan fugas di bidung pendopatan, pengelslaan kevangon coan
Qaset daerah;

d. Peloksonacn tugas lain yang diberkan oleh Kepcla Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya. _
BAB V
UNIT PELAKASANA TEKNIS DINAS
Posol 42

Pode Dinos Daerch dopat dibentuk Unit Peloksona Teknis Dinas, untuk melaksonakan tugos-

tuges teknis operasional Dinas dibidangnya yang mempunyai wilayah kerja meliputi sofu olau
beberopo Kecamatan;

Posal 43

Unit Pelaksang Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Peraturan Daerah ini,

dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jewab kepada Kepala Dinas
dan secara operasional dikoordinastkan oleh Camat.

Pasal 44

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk atas usul Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan
kewenangan serta berdascrkan Peraturan Perundang-cndangdan yang berlaku,
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SAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

‘Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraiuran perundang-undangan yang beraku:

Pasat 44

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini, mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahlionnya masing-masing sesudi dengon
kebutuhan;

{1}

{2r

(3)

(1}

{2)

(3)

(n

(2)

(3)

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 45 Peratuwran Daerah ini
terdiri dari sejumlah tenaga dalom jenjang jobatan fungsional yong dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional’senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung
jowab kepada Kepola Dinas Daerah;

Kelompok Jjabatan Fungsional sebagaimana dimaksud vada ayat (1} Posal ini dapat
dibagi atgs kelompok dan sub kelompok sesuai dengon kebutuhan beban kerja dan
keahliannyQ;

Pembinacn terhadap tenaga fungsiond diaksanckan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

BAB VIi
TATA KERJA
Pasal 48

Kepala Dinas, Sekretars, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagion dan Kepala Seksi Wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing serta menyampaikan leporan berkala tepat pada waktunya;

Kepdala Dina: dalam melaksanakan tugasnya melokukon koordinasi veriikal dan horizontal
dengan instansi terkait:

Sefiap laporan yang diterima oleh pimpinan saluan organisasi dari bawahanya wajib
dickoh dan dipergunakan sebagal bahan penyusunan laporon lebih lanjut serta

memberikan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksonaan tugas
bawahannya.

Pasal 49

Dalam menjalankan tugasnya, Kepola Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang. Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi, Kepala Unif Pelaksana Teknis Dinas, serta kelompok Jabatan Fungsional, wajib
menerapkan prnsip koordinasl, integrasi dan sinkronisasl baik dalam lingkungan masing-
masing. maupun ator satuan organisasi sesuai dengan fugas masing-masing:

Dalam meiaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara
fungsionatl dengan cara yang sebaik-baiknya; ’

Apabila Xepala Dinas berhalngan melaksonakan tugasnya, maka tugos Kepala Dings

dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhafikan
Daftar Urut Kepangkatan.
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. BAB Vil
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal S0

(1) Kepaia Dinas aclalah jobatan strukiural eselon ILb;

{2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon lika;

{3) Kepaia Bidongadalah jabatan struktural eselon itb;

{4) Kepalo Sub Bagian don Kepala Seksi adalah jabaton strukiural eseloniV.q;
(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon IV.a:

{6) Kepaia Sub Bagian Tata Usaho pado Unif Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural
eselon IV.b;

(7} Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adaloh jabatan struktural eselon IV b,
(8) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum
codaloh jobatan stroktural eselon V.a.
Pasal 51

{1) Kepala Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dan Pegawdi Negeri
Sipil yang memenuhi syarat;

[2) Pengangkatan dan Pemberhention Kepala Dinos Daerah, sebagaimana dimaksud Pasai 51

ayat (1} Peraturan Doerah ini, dilckukan setelah berkonsultasi secaro teriulis dengan
Gubemur Kalimontan Borol;

{3} Pejabci Struktural Eselon il dilingkungon Dinos Daerch diangkot dan diberhentikon oleh
Kepala Daerah;

{4) Pejabat Struktural Eselon 1V dilingkungan Dinas Daergh daopat diangkat dan diberhenfikan
oleh Sekretaris Doerah atas pelimpahan kewewenangan dari Kepala Daerah;

(5) Pengangkatan Pejobat Strukturat Eselon I W, dan IV diingkungan Dinos Daerah,
mempertimbangkan syarat dan kompetensi jobatan yang teiah ditetapkan berdasarkan
hasil anglisis jabatan dan peraturan yang bercku.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 52
Segala biava yong diperukan sebagai okibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB X
KETENTUAN lAIN-LAIN
Pasat §3

Peraturan pelaksanaan dan Peraciuran Daerah ini yang bersifat teknis administratif diatur
kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
{1} Dengan berakunya Peraiuran Daerah ini, maka Peraturan Daerch Kabupaten Songgau

Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukon Dings Daerah Kobupaten Sanggou seria

ketentvan yang mengaiur materi yong suma dan atau bertentongan dengan Peraturon
Daerah ini dinyotakan lidok bertaku lagi:
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{2) Dinos Deerch yong terbeniuk basus sucah efektif melcksarokan tuges don fungsinya paling lormbat 1
(sotu) tohun sefeloh berkakunya Peraturan Daerdh ini.
BAB Xli
PENUTUPR
Pasal 55
Peraturan Bcerah ini mukai beraku padka kinggal ditetackan.

AgT seticp orrg copat mengsikahuinye. memesinkhkan pengundongen Peraturan Daerch ini dengan
penempdionnya datom termbaron Doerah Kaboupxaken Sanggau.

Ditekpkendi  : Sorgow
Padatongonl ¢ 18 Desember 20007
BUPATI SANGGAU,

. Tig
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Unckrgkandi @ Sanggaw
Paco Tanggal & 28 Jonmueri 2008

" SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 20
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[2) Dinas Doerch yong febentuk horus suckoh efektif melaksanakan fugas don fungsinya poling lamiat 1
(satu) ot in setelch bertakunya Peraturan Daendh ini.
BAB XlIi
PENUTUP
Pasal 55
Peraturan Deerch ini muiai beriaku pack kanggal ditskepkan.

'.‘\g:r setiop orng copat mengekahuingd, memerintohkan penguncngan Peraturon Doerch ini dengan
perermpaiannya cakim Lembaen Dosroh Keaboupaten Sanggau.

Ditekpkendi  : Sarggow
Podtonggal @ 18 Desember 2007

BUPATY! SANGGAU,
Tid
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undergkendi : Sanggau
Poco Tanggal 1 ‘28 Jorwari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
o Tid
£ D SEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 20

Untuk salinan, sesual dergon aslinyd

Perrbinc Ularo Mudo
NIP. Q10R1997
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